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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang  

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan generasi penerus 

cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi 

pembangunan nasional. pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945 

oleh Irma Setyowati Soemitro adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak 

yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

wajar baik secara rohani,jasmani maupun sosial.1 

Semakin hari semakin maju zaman maka tindak kriminal pun semakin 

banyak raganya, begitu juga dengan kejahatan terhadap anak Arief Gosita 

berpendapat bahwa “perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar 

dapat melaksanakan hak dan kewajibanya”.2  perlindungan anak adalah segala 

usaha dan kegiatan untuk melindungi hak anak yang merupakan bagian dari hak 

asasi manusia. 

Dalam tatanan realita bahwa banyak di temukan berbagai bentuk kegiatan 

anak yang mengara pada kekerasan yang di rasakan oleh masyarakat luas. adapun 

bentuk tindak pidana anak sangat bervariatif ada anak jalanan, anak-anak yang di 

 
1Soemitro Irma S, 1990 Aspek Hukum Perlindungan Anak,  Bumi Aksara,   Jakarta:    hlm 
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2Gosita Arief, 1989, Masalah Perlindungan Anak.  Akademika Pesindo Jakarta: hlm. 52 
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lacurkan (prostituted children), bahkan ada yang di jadikan anak sebagai korban 

tindakan kejahatan dan terpengaruh lingkungan yang jahat.3 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa,merupakan 

tolak ukur peradapan bangsa tersebut, karenanya wajib di usahakan sesuai dengan 

kempuan nusa dan bangsa. “kegiatan perlindungan anak merupakan suatu 

tindakanhukum yang berakibat hukum”.4 Oleh karena itu perlu adanya jaminan 

hukum bagi kegiatan perlindungan anak. kepastian hukum perlu di usahakan demi 

kegiatan kelangsungan perlindungan anak. 

Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya  hak-hak anak 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan 

darikekerasan dan deskriminasi, demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak dan sejahtera. 

Anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana, banyak anak 

yang menjadi sasaran sebagai objek kepuasan dari pelaku tindak pidana karena 

secara sosial kedudukanya lemah, mudah di perdaya, di tipu, mudah di paksa dan 

takut untuk melapor kepada orang tuanya. oleh karena itu perlu adanya 

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. 

 Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami 

penderitaan adalah korban.korban (victim) adalah orang yang secara individual 

maupun kolektif telah menderita kerugian, berupa kerugian fisik, atau mental, 

 
3Andik Prasetyo, 2020,  Jurnal Ilmu Hukum tentang Perlindungan HukumBagi Anak 

Pelaku Tindak Pidana , Volume 9 Nomor 1 
4Abdul G. Nusantara, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, disuntingoleh Mulyana W . 

Kusumah,  Rajawali, Jakarta,hlm.23. 
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emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang 

fundamental melalui perbuatan atau emosi yang melanggar hukum pidana di 

masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.5 

 Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah 

mengalami penderitaan fisik, fsikitis, seksual, sosial sebagai akibat perbuatan 

pelanggaran hukum yang di lakukan orang, kelompok orang, lembaga, negara6 

berbagai upaya telah di tempuh untuk melindungi hak-hak anak akan tetapi seperti 

menyodorkan seseorang dengan pisau tumpul Undang-undang itu tidak di takuti 

oleh mereka yang kebal akan hukum. 

 Kejahatan terhadap anak saat ini sering terjadi adalah kejahatan 

pedofilia.secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak.akan tetapi, terjadi 

perkembangan zaman, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah 

untukmenerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana 

individu memiliki hasrat erotis yang abnormar terhadap anak-anak.  

Pedofilia merupakan aktivitas seksual yang di lakukan oleh orang dewasa 

terhadap anak-anak di bawa umur. kadang-kadang si anak yang menyediakan diri 

menjadi pasangan orang dewasa melalui bujukan halus.Erich Fromm 

mengidentifikasikan pedofilia adalah penyakit penyimpangan seksual yang masuk 

dalam kategori sadisme. 

 Dengan prilaku sadis pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap 

korbanya dan semakin korban merasa sakit ketika disodomi atau di setubuh maka 

 
5Muladi, 2005, HAM Dalam Presfektif Sistem Pradilan Pidana, Hak Asasi Manusia: 

Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Presfektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, 

Bandung:  hlm.107-108 
6Waluyo Bambang, 2004 ,Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, 

Jakarta: hlm.47 
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semakin berkuasalah si pelaku, “Bentuknya berkisar dari keinginan menyakiti 

korban, melecehkanya, membelenggunya, sampai dengan memaksa korban 

sepenuhnya tunduk kepadanya.”7 

 Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum 

Indonesia tetapi hal ini harus di pahami tentang arti pedofilia sendiri yang mana 

melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Tindak 

pidana pedofilia menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa 

persetubuhan, perbuatan cabul dan pornografi. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan  

anak berupa persetubuhan, perbuatan cabul dan pornografi.pengatura tindak 

pidana pedofilia di atur dalam: 

1. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

a. persetubuhan  

Dalam hal persetubuhan adalah persetubuhan yang di lakukan oleh 

orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, dimana pihak 

korban adalah anak di bawah umur. 

Pasal 287 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa: 

“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, 

padahal di ketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 

umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak 

 
7Yuwono Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: hlm.44 
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jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun “ 

b. Perbuatan Cabul 

Perbuatan cabul yang terjadi di sini maksudnya adalah perbuatan 

yang di lakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawa umur 

untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan 

korban. 

Pasal 290 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa: 

“di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, 

barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal 

di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya 

belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang 

bersangkutan belum waktunya untuk di kawin.” 

Pasal 290 ayat (3) KUHP, menyatakan: 

“di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 

sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) 

2. Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak 

a. Persetubuhan 

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang di lakukan 

oleh orang dewasa terhadap perempuan di luar perkawinan dalam 

hal ini di bawa umur, di atur dalam pasal 76D yaitu 
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“setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau 

dengan orang lain.” 

Dan sanksinya di atur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut: 

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana di 

maksud dalam pasal 76D di pidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 

(lima miliar rupiah) 

2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau 

dengan orang lain. 

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat 

(1) di lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, 

pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidana nya di 

tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana di 

maksud pada ayat (1) 

b. Perbuatan Cabul 

Perbuatan cabul yang terjadi di sini adalah perbuatan yang di 

lakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk 
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melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan 

korban. Diatur dalam pasal 76E yaitu: 

“setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 

atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul.” 

Dan sanksinya di atur dalam pasal 82 yang isisnya sebagai berikut: 

1) Setiap orang yang melanggarketentuan sebagaimana di 

maksud dalam pasal 76E di pidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 

(lima miliar rupiah) 

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat 

(1) di lakukan oleh orang tua, wali, pengasu anak, pendidik, 

atau tenaga kependidikan , maka pidanya di tambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana di maksud 

pada ayat (1) 

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai 

sasaran.seorang pedofils umumnya melakukan tindakan hanya karena dimotifasi 

keinginanya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolok Andrianus Meliala, 

membagi pedofilia dalam dua jenis:  

1. Pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan 

seseorang sejak lahir. 
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2. Pedofilia habitual, Kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial dari 

penderitanya. 

Anak-anak menjadi korban karena secara sosial kedudukanya lemah, muda 

di perdaya, ditipu, mudah di paksa dan takut untuk melapor kepada orang 

tuanya.di samping itu anak terlantar yang banyak bekeliaran di jalanan, tempat 

umum atau daerah kumuh juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena 

secara ekonomi mereka tidak mampu,  sehingga anak jalanan rentan menjadi 

korban pedofilia. 

Praktek pedofil akan berdampak negatife bagi anak, bukan merusak masa 

depan secara fisisksaja, tetapi akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti 

gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. apa lagi kebanyakan 

penderita fedofilia di sebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan 

seksual serupa pada masa kanak-kanak. 

Dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka di 

perlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana, kebijakan 

penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional 

dalam rangka menanggulangi kejahatn. maka kebijakan tersebut harus 

behubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan mengoprasionalisasikan 

praturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini. 

Kasus pedofilia yang sebelumnya pernah terjadi di kota palembang salah 

satunnya adalah kasus pedofilia 8Pria bernama Santuri (52 tahun) telah terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja 

 
8https://putusan3.mahkamahagung.go.id di akses pada tanggal 22 Oktober 2022 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
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melakukan kekerasan terhadap anak memaksa melakukan persetubuhan denganya  

aksi tersebut di lakukan Santuri di rumah korban di Jalan PDM perumahan puri 3 

Blok K No.22 Rt 33, pada Jum’at  sekitar pukul 10.00 WIB Adapun modusnya 

Santuri  ini mengiming-imingi Korban dengan uang Rp 10.000.00.Korbannya 

anak perempuan modusnya datang kerumah dengan alasan mengantar undangan 

untuk tante korban , pelaku menanyakan tante korban  korban katakan bahwa 

tantenya sudah pergi bekerja, lalu korban masuk ke dalam kamar yang kemudian 

di susul oleh Santuri dengan menutup pintu terlebih dahulu di dalam kamar 

tersebut Sanuri mendekati korban dan menyuru korban diam sambil mengatakan 

kepada korban akan memberi uang.  

 Berdasarkan latar belakang di atas  penulis tertarik untuk meneliti dan 

menuangkan dalam skripsi ini dengan judul:”Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN 

Plg)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis menarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia 

di kota Palembang? 

2. Apakah faktor penghambat penyelesaian  hukum terhadap korban 

pedofilia di kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

pedofilia 

2. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat perbuatan hukum terhadap 

korban pedofilia di kota palembang 

D.Kerangka Konseptual 

1. Perlindungan Hukum: 

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di rugikan 

orang lain dan perlindungan itu di berikan kepadamasyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum. 

2. Korban: 

Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi 

yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. 

3. Tindak Pidana: 

Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana 

di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut. 

4. Pedofilia: 

 Suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-

anak maupun remaja yang berusia di bawah 14 tahun. 

E.Manfaat Penelitian 
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Adapun kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini di harapkan dapat 

bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi dan dapat 

memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia. 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini di harapkan dapat 

memberikan pengetahuan tentang tindak pidana pedofilia sehingga 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait mengenai betapa pentingnya 

pemberian perlindungan anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak. 

F. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian membutuhkan suatu metode yang dapat menuntun 

penelitian dari penulis untuk mengungkapkan dan menjawab suatu permasalahan 

yang terjadi di dalam masyarakat. metode ini merupakan alat untuk mencapai 

tujuan yang akan di capai oleh peneliti. sehubungan dengan hal tersebut metode 

yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jenis penelitian  

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis 

empiris yaitu penelitian di lakukan dengan cara meneliti langsung ke 

lapangan guna mendapatkan data-data primer guna di analisis dan di 

gunakan dalam menyusun pembahasan. penelitian ini juga di lakukan 
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dengan cara meneliti bahan pustaka (data skunder) yang mencakup bahan 

hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier dan di dukung 

dengan data yang di peroleh langsung dari lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas pemperdayaan perempuan dan 

perlindungan anak Provinsi Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Kelas 1 

A Khusus Kota Palembang , Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 

3.  Sumber/jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang di dapatkan melalui penelitian 

lapangan (Field Research) yang di gunakan untuk memperoleh 

data keterangan atau informasi yang langsung dari responden yang 

bersangkutan mengenai perlindungan anak. adapun responden 

dalam penelitian ini di tentukan secara purposive, yaitu penentuan 

yang berdasarkan kewenangan,  pengetahuan dan pengalamanya di 

anggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan perlindungan anak. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui penelitian 

kepustakaan (Library Research). 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan metode pengumpulan data 

yang di pakai adalah teknik kepustakaan dan teknik studi dokumen 9 di mana 

metode ini merupakan metode yang di pergunakan dalam penelitian hukum secara 

yuridis empiris. Teknik studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan dan 

dokumen yang menelah bahan hukum terhadap korban pedofilia dan studi 

lapangan yang di lakukan memperoleh data primer dengan cara wawancara. 

5. Analisis Data 

Analisisdata merupakan sebagai upaya pengolahan, manipulasi, 

pengorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap 

masalah yang sedang di teliti.Analisa kualitatif metode yang di gunakan penulis 

untuk mencari memberikan data yang ada dan menilainya serta menganalisa 

masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan judul dari penulis. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

Latar Belakang, Rumusan  masalah,Tujuan Penelitian, Kerangka 

Konseptual, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang pengertian Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan 

Perlindungan Hukum, Tinjauan Tindak Pidana Pedofilia, serta 

Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Korban Tindak Pidana. 

 
9Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010,hlm.103 
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BAB III : Pembahasan 

Berisi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak 

Pidana Pedofilia, Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum 

Terhadap Korban Pedofilia. 

BAB IV : Penutup 

    Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran. 
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